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Pangadiian Tingut tersebid
Telah  membacs Ponctapan Helus Moehs Hakim tanggal 28 G
2018 Nomor 9/ PDT /72018 /7 T MTR, tentang Pendtapan Hari Sidang
Telah membaca dan mencernmalb berkas perkara beserta tuivinn
putusan Pengadilan Negeri Mataram  Nomor 109/Pdt. G/2017/ON . Mir, Lang =
19 Oktober 2017 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkaio i
o TEMTAMNMG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannva yang ditery
tanggal 02 Juni 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Necoo
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2.1, Antara Penggugal dengan Tergugat tidak pernah menikaly dan 5o
pernah tercatat dan tidak pernah tenad di Kantor Urusan Agea: .
khususnya Kecamatan Ampenan;

2.2, Kedua anak Penggugat dengan Tergugat vang masing-muisi
bernama SUC!H NADIA IVA LARASATI dan LUSH SHINTA NUGE -
dalam Kutipan Akta Kelahirannya hanva tertulis sebagai anak o
TINA SUPIYATI (Tergugat) tanps ada ditulis nama :E"i.‘:‘r“'.\f‘;
menjadi ayahnya;
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3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, Terguaat secara tiba-tiha mengajsl
gugatan ceral sekaligus gugatan harta bersama lerhadap Poogoug::
Pengaditan  Agame  Mataram  denyisn register RGHET
O376/PAt.G/2012/PAMTR 1anggal 4 Oktober 2012 dengan perbaikani
tertanggal 21 November 2012 dengan mendalillkan bahwa Tercugat oo
Istri yang sah darl Fenguugal vang perikahannya dilanasuncion
tanggal 9 Aprit 1992 vang dicatal oleh iagowal Ponoatat bkl =
Lrusan Agama Kecamata, ampoi

4. Bahwa dalam proses osmbuldian 4 perselongsn pada Penagadian A

Mataram perkara aguo, o ergugat telah oengajukan bukt st neoos
UG (It

N

5,

Kutipan Alda hikah Mo 0739001892 tanggal 28 Oktober 1992 denen
dalil dan juan agae peimkshan antais Fenggugat Jdengan Tergo
dinyatakan sah secara hukurn dan mendapatkan sebagian harta harson.
dan Fenggugat;
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1992 dengan dalil dan tujuan agar pernikahan antara Penggugat deiwo
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bersama dari Penggugat, diamini oleh Putusan Pengadilan Agann
MataramNo. 0376/Pdt.G/2012/PAMTR tanggal 8 Januari 2014 oo
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belas) hari, dan oleh Tergugal hukuman tersebut telah dijalaninya;

IS
L

Bahwa pidana penjara vang dibebankan oleh Putusan Pengadilan N
Mataram Jo Putusan Pengadian Tinggi Mataram Jo Putusan Mahk:
Agung Rl tersebul cdaloh barens Tergugat MENGGUNARAN
OTENTIK YANG (SIBYA TIDAK BENATC ATAL YANG PALSL S50

DLAM S BENAR st TR 7 Pag SUKAR casufkis Nikeh

LRTHIANA9Z, ennyai vang divergurinkonig e

kepentingan Guaataa Dero den perbagien harta bersama/fanta oo
ai Pengadilan  Agaans Mataiane deogso maksud dean W

mendapatkan sebagian harts millk Ponaoaont,

3. Bahwa perbuatan Torgugat vang MENGGUIMAKANM ARKTA 3TN T
ISINYA TIDAK BENAR ATAU YANG PALSU SEOLAM-OLAM BENAT
TIDAK DI PALSUKAMIN caso Akta Nikah Mo, 2077191371992, tangos
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RBENAR DAN TIDAK [ A S anh

fletdvipnair 4 el 17 Rl Pt Novnee ©




TR

e

tanggal 26 Oktober 1992 di Pengadilan Agama Mataram, mengakibath: :
Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut -
1) Materiii

Penggugat kehilangan sebagrn

narta miliknya vang borahby ke
Tergugat sebagounars reantiny dolom Potusan Rengacitan Sy

YT | SRR S T R I AT G vEgt vy 1 . . . .
Matarampo U377 5420 I 2T, T tangoal & Jope e

R AR e e oy S S e LA

Futusan Brarinaindiiog P XTI NG

522

Q031/PAL GO/ 1A AL tangaad 273 toan 204 Jo Fulusan wobik

Agung RE No W88 KAGAQTE wagal 3o Maret 200, yeog i e

Z

sebesar Rp. 6 00U 000G, - (i nilvar sunal),

2) immateriil
Kerugian immateriil berupa Penggugat tidak dapat menikmali seis &
hartanya secara aman dan nyaman, serta beberapa proyek Pongau:

dengan beberapa rekanan menjadi batal, serta hilangnya kepercavii: -

SRR

dan nama baik rekan bisnis Penggugat kepada Penggugat o,

A

kerugian seluruhnya di taksir sehesar Rp. 19.800.000.000.- (Sani:!

At

belas milyar delapan ratus juta rupiahy,

11. Bahwa karena Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan maolioa.- -

5k,

hukuin yang dilakukan oteh Tergugat, maka beralasan hukum Tercn
dihukum membayar kerugian sebagal beriki

1) Materiil

Tergugatl dihukwmn embaver bemaoian naterit kepada Poagou

sebesar Kp.o H.0CH 000 OO0 s rafivey rupialyy, sl ke T

fidak mampu membavar Baruman demebol, Tergugad dibndao o

menyerahkan bailk s stiiarels maupun secara paksa hada o
Fenggugat yana narafih Kepeads fogugast sebagiimenas feiona o
dalam Prutusim i CAgame e
Q376/Pdt. G228 TR fangonl 5 daousr 2014 e P
Pengadilan  lingge Agama Mataran, Moo QU3 G004 7
tanggal 23 Mei Z014 Jo Putusan Mahkamah Agung RU No.o 2t

KiAag/2015 tanggal 30 Maret 2015;

i

Ko
et
o
5
o

> 1

2) Immateriil
Tergugat dihukum membayar kerugian immateriil kepada Pengaug
sebesar Rp. 19.800.000.000, - (Sembilan belas milyar delapan i
juta rupiahj;

Hetfamenrs 3 i 17 hal, Pre Nosor QPP 200N V78




120 Bahwa untuk menjaia openubieoy seisug funtutan Pl bore
mohon Pengaditan Neoes Mataram melolakkon sita FUNINAN alas

milik Tergugat yailu setagian harts milik Penggugat yang berdih ke
Tergugat sebagaimana lercantum cdalam Polusan ey noaciog e
MataramNo. 0376/Pdt.G/2012/PA MR tanggal 8 Januart 2014 ey [

Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 003 1/Pdt G/20 14/PTA M tanc

23 Mei 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/Ag/2015 tana .

30 Maret 2015 (akan karai ajukan permohaonan secara temisah):

1%, Bahwa agar Tergugat sukacela melaksanakan isi prtusan Fenpgacn

paksa kepada F-‘e'erag;;g;;L.lg_t,;a: sebasan Kp o L OOt o0 - (fima juta dupaeh
harinya apabila  Terguaat bl meinensii @2 pofussn Hangachig
terhitung sejak putusan diucaskan ampai dilakaanakan,

14, Bahwa Penggueal mohen polusan Peagadiian inr dapai e

dilaksanakan walanpun T emuaal mengajiukan banding dan kagas

Bahwa berdasarkan 0pa yvang terora torebut di atas Penaguoat oo

kepada Ketua Pengadilan Meger Matarsg - Majelis Hakim yang mengod

perkara ini berkenan meamatubkan putusan yang amarnya berbunyi sebeg:

herikut

1. Mengabulkan gugatan FPenggugat seluruhnya;

2

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Fa‘.:rn.;ug.;._w

o

Menyatakan perbuatan Tergugat yvang MENGGUNAKAN AKTA O 7Leii
YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU YANG PALSU SEOLAR-CHL A

BENAR DAN TIDAK DI PALSUKANIN casufkta Nikah Mo, 207/19/X/1290

tanggal 26 OQktober 19982 di Pengadilan Agama Mataramy v
mengakibatkan Penggugat kehilangan sebagian harta miiknya yang by
kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengais
Agama MataramNo. 0376/Pdt GZZ012/AMTR tangaal 8 Januar 201

Putusan Pengadilan Tingg Agama Mataram MNo! Q03 1/Pdt. G204/ A »
tanggal 23 Mei 2014 Jo Putuzan Mahkamoh Agung RE Mo, 200 K/Ag
tanggal 30 Marct 2015 adaiah serbuatan melawan i

{onrechmaligedaal),

4, Menghukum  Targugst oweninyar wurigian  sapads Fong;

herupa

(fepiznasy O oo 10 s Pl Nooner BT

oy
==

EETS

i

SRR

R RS

a4
i
¥

WEBRTTED

.

SESE

e
s

= 3ghe Al
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A, ."((EZI'L?Q%EIF'] rmateril sobesy !"‘ZJ..,: SO0 Q00 D0 (/m],‘;; e
jika Tergugal fdek ponnpn membnye korugian fensaio, e
clihuknam usmAH':‘ww‘n/' rabilinl s Dunk seesra sukarels oaaupun
paksa  harfa  oulih Vengoudad visg neralih - kapada
sebagaimana  fercanhon dalom Uitlugan Pengadilan Ace
MataramMo. G376/ G012 A MR nggal 8 Janovarn 20 b
Putusan Fenoactilog Tinggl Agama Madaram
0031/Pdt.G/2014/F TA MU tangyal 23 NMei 2014 Jo Putusan Mo

i
Agung RE No. 299 K/AG/2015 tanggal 30 Maret 2015,
b. Kerugian immateril sebesar Rp. 19.800.000.000,- (Sembilan balas pnl .
delapan ratus juta rupiah),

5. Menghukum Tergugal membayar vang paksa kepada Penggugat sebusa,
Rp. 5.000.000,- (ima juta rupiah) per hari, terhitung sejak putus.
Pengaditan ini diucapkan sampai dilaksanakan:

6. Menyatakan putusan Pengadilan ini dapat serta merta dilaksanakan
walaupun Tergugat mengajukan banding dan kasasi;

7. Menghukum Tergugal membayar biaya perkara ini;

8. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurat ketentuan hukum o

berlaku;
Menimbang, bahwa lerhadap gugatan Penggugat tersebot o

Tergugat telah mengajukan vt v pads pokoknya sebagon bonkil

A DALAM EKS

5
1. Dalam Kompaiensg
Hahwa  gugatan Pendauosi odatal salab aimmat karena clisspukan ke,

pengadilan yang bidak berwvenang menenkss dan mengadill perkam o g

casu Pengadilan Negeri Malaam, hat ini didasarkan pada argumentas: byt
bahwa meskipun secara proforma “Titet” gugatan Fenggugalt terhadan oy
adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tetapi secara substas
gugatan Penggugat tersebut sejalinya adalah memperkarakan <embali "y
Bersama” milik Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut merup s’ -
kewenangan Pengadilan Agama karena baik Penggugat maupun Tergu.
keduanya adatah sama-sama beragama Islam, dan keduanya telah menik
secara syariat Islam, sehingga merupakan kompetensi Pengadilan Agama urL

mengadilinya dan bukarf Pengadilan Megeri. Terlebih lagi persoalan mengei

fiadamonr  dari D0 hal Pt Nospor 2P0V 000N P




“Harta Bersama Penggugal dan Tergugat” tersebut sebetumnya telah diparil.
dan diputus berdasarkan Putusan  Pengadilan Agama Mataram M
376/PDT.GRO12/IPAMTR  tanggal 08 Januari 2014, yang dikuatkan o
Putusan Pengeadilan Fingai Agama Mataram Nomey

0031/F
Agung Nomor @ 66 K/AG/2015 tanggal 11 Februar 2015 Jo. Nomor
K/IAG/2015 tangga

tingkat Peninjauan Kembali dengan Putusan No. 47 PK/AG/2016 1 tangga

TTANMTR tanggal 23 Mei 2014, dan Pdtusan Mahkar

30 Maret 2015, serta Putusan Mahkamah Aqung <1 o+

Agustus 2016, yang putussaiinyag betkekoatan hukum tetap,

Bahwa oleh karera Pongacian Neoen Mataram adalah tidak  berveioo.
memeriksa dan mengacils verera o dedgan demikian maks cpuge

Panggugat haruslai dinvatoxa Vicdalo Dinat shsimo

2. Gugatan Kabur (Qfscuur fibed

) . Virrmben i agem iy oo bosnny wfibae gon L 0 oS00, T !
HBalvaa gugaEn VAN QIR TGN BN AEOLGT R
alagnn aabagal hanlot

[ o P r il i L
- dalan 4 2NNYE 8 iy EHH SR

adanya kerugian-kerugian materl vang diderita oleh Panggnigat disebaly o
perbuatan melawan hukum vang dilakukan Terqugat. karena ados
peralihan harta benda milik Penggugat kepada Tergugat, akan 1
Penggugat tidak dapat menjelaskan secara terang dan pasti harta b

apa saja milik Penggugat yang heralih kepada Tergugat:

ICTR R i R
PRI R N [Rr R ¢

Neser =
EiaE EEEm Y

menguraikan tentang masalah sita jwminan dimana Poangguoast meor
agar supava diletakkan sila jamiman ains hada milik Terooan
sebagian harta mililc  Penggugal  yang beralib o kepoda ST TRl W
sebagaimana tercaniurn dalsn outusan s ongadilan Aganic Moiasan

76/PDT.GR012/PA MTR fanggs

faniiart 2014 Jos putosan e

"]’"if‘rggi Agama Mataran: Noror - UDS T GR2014P TAMTER innggd
Mei 2014, dan putusan Mankamah Agung Momor - 299 BAANGL 0TS Lo
30 Maret 2005, mamun dalom bzl ooy Feoggugal uaa tdak o
menjelaskan secara terang dan pasii haita ‘)(’;’.!'ldﬂ‘a{ A BAA VANG Meryps o
milik Tergugat yang berasal <ari Penggugal tersebut yang hendak disile:;

v

Healvom S dari 17 had. Prds Nomor Q1Y s




trans dglarsy pabihirreawes Tocwsi o Seagusiamond grieem tiedale ibarca] -

secara terana daine onsh tnobihois ol ferguant vana e
Penggugat,
Babwa oleh karena guoolan Pongougat adath fidak jelas (Obsoon !

sehingga dengan demikian hsrusiah dinvataka Ddak Dapat Oiterions,

8. DALAM POKOE PERKARA
1. Bahwa jawaban Tergqugatl dalam eksepsi mohon dianggap selion

kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara;

N

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalit gugat.
Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya secara legas oo

Tergugat;

w

Bahwa TIDAK BENAR dalii gugatan Penggugat pada posita angka 1 o/

yang pada pokoknya menvatakan babwa antara Penggugal denoos

Tergugat ticdak ada hubungan pernikahag yang sah ool oy

perundang-undangan yvang beglokn Habwa venog BENAF sdoiah o

Fengaugatl dan Tergugal ada buboagszs oenvkahan yvang sab mes
\

hukum, dan mengena bal e lolah dibukiikan dengan telan dikasodkan

gugatan cerai Terguge! terhadap Fengagugat di Fengadilan Agame Mater o

sebagamana TRTREENBERE TS B Agame Al
376/MPOT . GRO1E/PA MTI tanggal 08 Jovaan 2014 yang Cikunikan
putusan Fengadian Fingen AL Mataram Moy
Q031/PDT.G2014/FPTAMIR tanggal 23 Mei 2014, dan putusan Meankaoo
Agung Nomor : 66 K/AG/2015 tanggal 11 Febiuari 20156 Jo. Nomor
K/IAG/2015 tanggal 320 Maret 2015 serta pulusan Mahkamah Agung
daiam tingkat Peninjauan Kembali dengan putusan No.47 PK/AGHG
tanggal 24 Agustus 2016,

4. Bahwa selain itu perceraian Penggugat dengan Tergugal di Pengaain
Agama Mataram tersebu! juga telah dikuatkan dengan diterbitkana.
“Akta Cerai” atas nama Penggugat dan Tergugat,

5. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugal pada posita angka 4 con
yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan cerai Tergugat terhado::
Penggugat di Pengadilan Agama Mataram dikabulkan berdasarkan b

Kutipan Akta Nikah N 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1997 Ratw.

Hadomeone lars 17l Pud, Nvgeg b PP Joie




yang BENAR -adalah gugatan cerai Tergugat  terhadap Fnggiea
dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mataram karena didasarkan pada fal:
hukurn bahwa sebelinminy: antara Panggugal dengan Torguaant acdsd
benar-benar lelah menkal vang ditaatkan dengan keterangan Sabaie

serta pengakuan k-‘-ﬁ;m;‘.;c;!1;';5':‘( sandin yang menoakui telah meniko

Tergugat, don permbkoban Ponggoast doncat Terquoal  tepaeie

bYoavat () dan (3 bt s s

s@sual ketentuan Pasal 0 avid

1974 dan berdasy

B2 Indang-undang Morsor b

war Peaal &os/d 0 Undang-undang Noimos Toyta
1974, (vidle [SVARET Fongadifar Agama Matarair
376/PDT.G/2012/PAMTIR tanggal 08 Januari 2014, hal. 65 s/d 66).

Bahwa pernikahan Penggugal dengan lergugat juga telah dikaruiiii
(dua) orang anak percmpuan yakni SUC!H NADIA IVA LARASATY (sekarr

umur £ 21 Tahun) dan LUSY SHINTA NUGRAMA (sekarang unuy

Tahun). (vide  putusan PFengadilan  Agama Malzrarm 1

376/PDT.G/2012/PAMTR langgal 08 Januari 2014, hal. 67 s/l 68

Bahwa adapun terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 6 i
perihal Kutipan Akta Nikah No.207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992
putusan Pengadilan Negeri Mataram No.89/Pid . B/2013/PN.MTR tanggal

Mei 2013, dengan ini Tergugat memberikan bantahan dan klarifikas iy

sebagai berikut

- 1 Virellfiins N pgpmees

‘s;u,l]\,.. RN PN S

[ PRt whete 31 Ca s
SGDEON

a. Bahwa perly Te

P(-\r‘lq(‘ulmzqf actalaby orano yann ids on) Alalam poanmiidor Ivahle

fakta, lormasul meondoh Derouaod Toemalsakan
bahkan sampar aetsporios torguost ke polist minmogs or
dipenjara sl L bgian 0 g

b, Bahwa untuh rase Do e i DR P ENOaUGET e e

Terqugat pada  obuo 1992 don bemodian Poooonani-nb
-t " S P o

e

IR R BES ST
:..41 LA LAy red Vat '<
Kantor Urisan Annas GCIAY Kananiatan Ampanas [Knts it
sehingga terbitlah Kuiipan Akta Nikah Mo 207/19/2%/1992 ianaa- |
Oktober 1992 tersebul, dan bahkan sebaliknya Tergugal samag i
tidak mengetahuj dan tidak memahami prosedur/proses terbitnya il

nikah tersebut, hal ini sebagaimana termuat dalam pertinbaing

fofesnpersy 13 deaei 37 deads Prap, Neowspo 0PIV D0EEs 2

S ANy

i

P

by
R

4
:
45
i),
o
#

ey
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1 '
]

Ntk I"IL.};&-‘H:* ke -'"f':i"'ib;_.f:ll:.,m. Beaart Aoty s
' BOPIABZ0VEAP MY ot S FAor 20 et B angn i
: pada  bagian  pedimbangan "HALHAL  YANG  MER{RGAM
‘ sebagaimana dikulip dihawah ini

- Terdakwa bolunm permali <difikan:,
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan,
Terdakwa bersikap sopan df persidangan,;
. Bahwa buku nikah tersebut sebelumnya oleh Pengaugat juga telat oo
ering dipergunakan untui berbagai keperiuan, diantar VA Vg e
). Mengurus pembuatan akiz kelahiran anak di kantor cain
sipil tahun 1996 dan tahun 2000; 2). r’unjdm uang di bank unt
keperluan bisnis property; dan 3). Persyaratan menunaikan iba i
haji tahun 2010.(vide pufusan Pengadilan Agama  Maotarar M.
376PDT.GR20124°4A MITT iangaal O8 Januari 2014, hal, 65)

o Bahwa untuk majcin “wiam hetabul oohwes dilaporkan Tergugat oba
Penggugal di Kepolisiaon #OLDA MTE lungaa Terquaal diiatoh pices,
oleh Pengadilar Megar Matarain adalob sangat ironis dan diskor
kareriz&s Dilamans meruik pada mkie-aRta nukum yvang ieidapar oo
putusan Pengadilan NMogern Malarzm Nomor @ 8OFIGBI20 TN b
tanggal 31 Mei 2013 dan putusan Pengadilan Agama Mataian
B76/PDT.G/2012/PAMTR  sebagaimans  dikemukakan  distoe
membuktikan bahws Penggugatlalt yong mengajalk Torgega o
mencatatkan pernikhannva & KUA Ampansn hingga terbitnys o
Akta Nikah No.207/19/X/1982, dan Penggugal pula v
berutang-ulang  kKali  menggunakan bk nikaky  fereebod,
pertanyaannya kKenapa Tergugal saja Vang dipadi
Tersangka/Terdakwa dan kemudian dihukum sedangkan Penggi:
tidak ?

tahan perceraian Pengqugat datcs

e. Bahwa inli dar persoaian/pernma

Tergugat bukanlah pada masaiain bulw nikah melainkan pads mas.
“harta bersama’” droans Pengguagsi inagin menaosm harts bara o

milik Pengguast dar fargnest seomes semihiake nane e

desy untul RKepwiluan lersebul Pandgu

hak-hak Terou

melakukan tindakgane tindaban cebacs Denkai

it ; N poynarr il RO R T g
flefeiniacee By vher &7 fed P, N 2 P LR :




e )

Pengguaat melavaikan leraquaal di POLDA NTB MenUaguinak:
buku nikah palsu vehinoga kemudian Penggugat dijatubi pid: s
bedasarkan  putusann Fengadilan Negeri Mataram  Nomo
SO 70T AN M gl 3 i 2013 dan Fengadilan Hinges
Mataram Momor 0 85/Pid/2040 20 MM tangaal 31 Men 2000
Selanjutiiva olel Pengaugat  pulusan Fangadilarn Nogen o
Pengadilan Tihgai iemselad teldy giajokan sebagar aint ooke

Pengadifan Agama Mataram Jengon aomer buka bhetband.

dan T.1%  Bahwi oleh Pengadian Agama Mataram Dkl
Penggugat tersebul juga iolal cipermbangkan,  chimare o 4

pertimbangan hukumnya Pengadilan Agama Mataram menyatax i

B
il
bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram dan Pengaditan 1o %

tersebut  bukanlah  putusan  yang  membatalkan  perkawir

= = : o 5 0y
Penggugat dan Tergugal, sehingga dengan demikian tidak o B

halangan untuk menetapkan perkawinan dan peceraian Penggoi

s ISt R o

RS

dengan Tergugal. (vide putusan Pengadilan Agame Malaram ..

376/PDT.G/2012/PAMTR tanggal 08 Januari 20714, hal. 64 s41 &, o
. i
ada bulan Januari 20013 Pengguaal pernah mengajukan aucs i b

terhadag  Kepala Nantor  Urusaa Agama (KJAY Reeamet o

Ampenan  dr Pengadidan Taie Lisaha Negers Mataoan oo
e 8

membatalkan huku pkabeove sendut n casa Koliosn A0t N o
NO. 207180010592 tengaal 26 Okiober 1992 tersabu e

Dt Armeng Fenel RISER I i ARISERIRH

kKemudian gudaiannya dicai

i

Matarain Noo UZA2013/PTUNMTR Tancoy

‘

Tata Usahe Negarm
21 tFebruar 20154
Pengaugatl  june e inerekavans suain LTS TR IR TERe Y TE SICTRARNFEE
hutang-piutany  yang  terndilass aadsy k'_iegengar“x mamunculics
MADE WHBURJA SARI, DK selaku Kreditur dengan Paiogr.
selaku Debitur, yvang mana kemudian | MADE WIBURJA SARL D
mengajukan gugatan intervensi  atas  gugatan  ceral Terguoon
terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Mataram, ‘ Mmoo
ternyata akal-akalan dan rekayasa Penggugat dengan | MADY
WIBURJASARL, DK} \ tersebut telah terbaca oleh Pengadilan Agai

Mataram, sehingga C:JIHIQETBH Intervensi yang diajukan oleh 1 MADE

Haloniens 12 dri 17 hal. Put, Nomor QP 200N 10




10,

WIBURJASARI, LA clalar perkara Mome
76/PDT.GRROI2/PAMTR dinyalakin DITOLAK
Bahwa kini dengan maksud untuk mend: apatkan novum guna s
Peninjauan Kembali (95) untuk yana kedoa kalinya serts SIS
diri dari pelaksanaan Fksekusi putusaly Pengadilan Agama fal

tersebul Penggugal secara proforma mengajukan  augatan  Perby

A = g saley oo -
Aend ywwarn i !

v ATAR ALY s
Ty HESORA I O A Y KL
GAOTR LefNRAT ¢

i (R S SR T & S
‘1

. cer il by ;
INal it iane w5k

i
rxv!.\__'-,-(l“.]l,‘u\. [ ;

Panaouaal terbadan Tennwent aobanaime s fersabul nards nogita ook
sfd 11 adalab vk meinnorbarakan Yemboali “Harta Borsama !-"‘1j‘-_g‘\':"',_(;vs,f‘
dan Tergugat” yang sehelumnys pomnan o perkarakan g discengkoia:
oleh Tergugat dangan Penyguoat o Pengadilan Agamos Matarom, o
"Harta Bersama” sebagaimana lormvat daiam putusan Mengadilan Aos
Mataram Mo, 376807 Gr2Oi2/Pm T tanggal 08 Januar 20t
(jJifﬁ_lEJ"l‘k;ﬁl’] oleh putusan Pengadian Fingal Agama Mataram Moo

QO3UPDT.GROTA/FTA MR SIvEeY

23 Ve 2014, dan putusan Matkan s
Agung Nomor © 66 K/AG20TE tanggal 11 Februari 2095 Jo Nomor
KIAG/2015 tangaa

Mo A7 PRIAGHD1S

30 Maret 2018, sarta putusan Mahkamal Adun:

24 Agustes 0186, var

IR A BTN AROER
P I R Y

berkekuatan hukum tetan:
Bahwa oleh karena gugatan cerai dan harta bersama vang  diajoke
Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Mataram acalo
didasarkan pada fakta dan alasan-alasan  hukum vana  hona
konstitusional sehingga perbuatan Tergugat tersebutl tidaklah G
dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, semngga dengan demil .
maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 s/d 11 adalah e
beralasan hukum dan untuk itu haruslah ditolak:
Bahwa selanjulnya terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 10
13 yang pada pokoknya meminta agar supiya Pengadilon Neger Matora
meletakkan sita jaminan lerbadap haita benda yvang termuat dalam putuse
Pangadilan Agama Masram No, 376/P07T .G/R2012/PAMTR tangga:
Januari 2014 tersebul adalab lidak berdasai hukum sehingga harcs

ditolak, hal ini karena hara Lends tersebut saat inh masi dalam P

=, dan Kin se

"f-‘ngddahm Agama viata Ang aijukan proses eksekye.

oleh Te rgugat,

Hodeieny |35 e 17 fod Pt Ny 0 B0 o 0




11 Bahwa begitu pula dengan doul Jugtan Soanggugat pada posits anglke
yang meminta difabukannys siknekys senis merla adaish fidak beratoss
hurum sehinggas dalil tarse ot uaa Resisn dlot ko

12, Bahwa olel karona soluna: dafil ol eacalany Pangogal IR
berdasarkan hukuir minka veliim Guaat joga harus ditole i

Bahwa berdasarkan alasan-alasan vang telah divraikan diatms mobon

Majelis hakim menjatuhkan putisan seba ek

1. Menolak gugatan Hanggugal  untuk selutuhnya,  atau sefidak-tidal o
dinyatakan tidak dapat diterima

[. 2. Menghukum Penggugat untuk memba yar semua biaya;
Menimbang, bahwa WMajelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjui.
mengutip uraian  tentang hal yang tercanturm dajam Wirunan resmi NISIEENRY

: Pengadilan Negeri Matararm Nomor 109/PALGI2017/PN. ML, tangga
Oktober 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut -

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsiTergugat;
: Dalam Pokok Perkara;

:’= 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk nebagian,

it 2. Menyatakan Tergugat Telah Melahuikan (erhuatan Mexiznazsar by

! i I\/(mq!lu} LT 1Ry Gricta Ui fioveranka, Me Il st agan Hinrks g

Fenggugat Yang Sucian Feialib Repadi Lerquagat sebagainsns oo

dalam Putusan Agatna Mataram  No, 047570004 GO 270 1T NG
Januan 2014 o Putusan %"’t-?:“‘"lf’_}i:]dl}:ﬁﬂI Tingagi  Agams
] O3VPDT.GRO14/PTA MTH, faiggal

Agung No. 299 KiAg/2015 ‘L'nrig“

et e e,

Mok 2014 jo Pratosan Mahion,

4. Menolak gugatan F enggugat selain dan selebinnya;

1

). Menghukum Tergugat uniuk membayar biaya perkara sobosar e 090
(dua ratus Sembilan pulut: enam ribu rupih)

Membaca Akta Perivataan Permohenan handing vang dibust
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 74/Akta- Bdg/2017 /PN Mtr o o
25 April 2017 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding sein
Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya vang diputus
Pengadilan Negeri Matagam NMomor 100 7 PdiG 7 2017 7 BN i langae

Oktober 2017, untulk diperilkss dun diputus dalan Hangadilan tingkat Boanchns,

LR TN S TR Al P, N i 0 1Y




Membaca Surat  Pemberitahuan Pernvatnan - Banding yang dilse
oleh  Jurusita Pengganti pada  Pengadilan Negeri Mataram, v
menyatakan - bahwa  pada langgal 7 Nopember 2007 Moy
109/PdL.G/2017/PN . Mir. permohanan Pembanding semula Tergugat ter:
telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Tertion.:
semula Penggugat

Membaca Surat Fembentabuan  Memeriksa  Berkas ot
( Inzage ) Nomor 109/ PG /2017 /02N M tanggal 3 Nopemben 2017 kep:s
Kuasa Hukurr Pembanding  somuois venqguint, dan kepada Kuasa Vo
Terbanding semula  Penggugar pada @ngaal  Nopember 2017 oloh Juinedd
Pengganti Pengadilan Negen talaram  uptuk miembaca barkas AR
Kepaniteraan Pengadilan Neqgoer Watararn, dalam lenggang waktu i by

mulai sejak panggilan / pembetitahuzin untuk membace  borkac N

tersebut, dimana berdasarkan Sural Keterangan  dan Panitera M CHI IR
Negeri Mataram tanggal 29 Desember 2017 Nomor 109/P0T (G/2047/0N o
Kuasa  Hukum  Pembanding  semula Tergugat maupun  Kuass  Hiros
Terbanding semula Penggugat, tidak datang mempergunakan hakoya i
mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Neagen Matara,
sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tingai Mataraum:
TENTANG PERTIMBAMGAN HUKUM

Menimbang, bahwa  permohaonan banding deari Pembanding seco:
Targugat telah diE’lej&l(?ﬁ:’.ﬁ'l dalam lenguang  waktu dan reenurt ol
serta telah memenuhi persvaratan yvang ditentukan oleh Unclang Undang
kKarena itu permohonan banding tersebul secao formal dapat ditenm::

Menimbang, balwa  Maejelic  lakim Poangadilen T s

P T DO T RO SOKEAI9H e g s

memeriksa dan  meneil e

Pengaceing o Megert  Mataras o B

peserta  turunan  resi o pulusan

1QD/PAL.GR2OTT/PHN . Mir, langgei 18 Dkiober JO17 . sarla berdamarkan e

fakta vang terungkan o persidangan sebagaimana fercata denaan jelos
dalam Berita Acara Persidangan aguo,  fongaditan Tingao: sepend:iog

dengan - pertimbangan huluy Pergadilan Tingkat peramsi, dimana i

alat - alat  bukli surat dan salksi-saksi vang dizyukan oleh FPembanding sem. o
y 4 j L

Tergugat, dan Terbanding semula Penggugat, {emyata  setelah dicen
d} N

secara substansiat  pertimbangan Pengadilan Tingkat Partama di o

meanerapkan hukum pembuktian, khususnya menyangkut penilaian torh,

3 e 17 e Do, Nonwea 0 PO i

Madomasn |
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(A
atat-aial bukt dutio. wownh cepat uai e dan EEnvela oula Pamban,

sentila Tergugal tidai maengaukar Memor banding, sehingge Pangoi
Tinggi tidak mempuny:a LRAMACAN apa vimg memadi keberatan kohero
Pembanding semuls T elguGar datarm mengajukan upaya hukum banding:

Menimbang, hahwia  berdasarkan seluruh petimbanann o

FPengadilan  Tinggi sepandapal dengan pertimbangan  Penaadita, |
Pertama secara mutatis - mutandis karenanya diambil alih uibuk clifmciiko
pertimbangan Pengadiian Tingai di dalarm memutas perkara naue
Menimbang, bahwa dengan dermkian  maka putusan Poengaoo
Tingkat Pertama harusinh dipertahankan untuk dikuatkan ;
Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadiian 5o
Pertama aquo, maka Hembanding semuia fergugat tetap berods o

vang Kalah, oleh karena it s haruslah dibsbani untuk membhavar sed

biaya yang timbul dalam e WH, va3ng untuk tngkat Danding ol

VSNV

sebagaimana tersehut galain oikh fuea tibawiah e

Mengingat Undang Undang Nomor 45 Takun 2000 tenting Hebe s

Kehakiman, Undang Undapg  Nomaor 2 Tangn 1986 vang telah helorgns b
diubah, terakhur faRngea dindang-LUndang  Nomor 49 labnon A008  seq;
Peradilan Umum, 180530 aopns Motadtisgy Meronhan Gooouwhdaigian by

berhubungan dengan perkara o

“  Menerima pernohonan banding o Cembanding  semuls o
tersebut;

»  Menguatkan putusan Fengadilan Neger Mataram N
109/Pdt.G/2017/PN.Mtr, tanggal 19 Oktober 2017 yang dimobonk o
banding tersebut ;

*  Menghukum  Pembanding semula Tergugat untuk membayar o
perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Damb

ditetapkan sebesar Rp150.000,00 - { seratus lima pulih vibu rupiah

Demikian diputuskan  dalam rapat  permusyawaratan Majelis ok
Pengadilan Tinggi Mataram pada harn, Selasa enggal 6 Macet 20148 o0

Kedus Majells Hakim, Hadi Siswoeon

karmi Mohamad Legows,
S.H MUHL dan | Dewa E\o‘a‘m:m Alft Darma, 5.4, Masing masing sebagai Hakr

Hakirm Anggota, vansy ditunuk berdasarken Penctapan Ketus Pengadilan Tine,

a
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Mataram  Nomor DIPTI2008/07T MTR, Banggal 22 Januat C0s

memeriksa dan mengadile parkars ini di linakat banding,  outiyean 1o

diucapkan dalam sidano e

Ra itk v sada hare Seoin tangn.

Maret 2018 oleh riakiy Mkl Mol

LU dangan dhlacting oo,
Anggota, dan Putu Dalion, oo Vaniwi Uongaganll serhs ok hoedy

Fara Pihak Yang Barpercais vannin Kipasn 1) HAVITRIIIVE.

Harkim-Hakim Ancaots Restin ivia)eis

t.{.d.

Hadi Siswoyo, S.4H. .54 Mohamad Legowo, ..

!

i el

I Dewa Made Afit Darma, 5.1, Panitera Pengganti.

teilintle
Putu Dalton, §.11

Ferincian biaya perkara :

1. Redaksi ... o oo o O (| AQLOE:

A

2. Meterai ... s wn o § N\ BLORA.

3. Pemberkasan.

Jumiah a6 mp owmn Rp 160 00l

A ouiuh pile rognan

Y Py ot
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A resn
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Yunda Mashbi, S.H., M.H.
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CATATAN Putusan ini telah mempunyai kekootan hikom fap suk aneal
2018 karena pilak Terpugat/Penbanding tdol mengajukan wpas g i
bang selanw 1 fempat by

kasasi sesuni denpan kotentuan Uindang. un
~telah berakhir sebagiinmnn Sural Pemberiiahuan 181 Pongsan oo

. Tinggi Matarany Nomioe CPIYT20087 T MR wnggal 12 Marct 2018 hepae

Kuasa Pembanding puda tnggal 0 Maret 2018 dan wnggal 21 N el

kepada Kuasa Terhanding
Panttera Muda Perdat
Pengadifan Newerl Mataea,
el

M. SUBARL 8L,

NP THOR0910 T80 | 02

1 . !
SorbDangh

Turunan putusas in diberikan untuk dan agis pornintaan ks

pada tanggal 24 Juli 201

Linluk tranes potusan viss saly sesuni aslinya |
1A

8 e

Panttera Mengaditan Mevern Matisin Feluy

/ RACHMAD SURARMAN, 54101,
NIE. 19601215 1989071 003
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4.

PUTUSAN
Nomor : 0031/Pdt.G/2014/PTA Mtr

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT antara :

| MADE WIBURJA SARI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Jalan Srikandi No. 9 A BR. Mantr Rt. 05, Kelurahan
Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, semula
sebagai Penggugat intervensi |, sekarang sebagai

Pembanding 1/Terbanding 1;

| MADE WISUDA SARI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 120 Rt. 003, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram, semula sebagai Penggugat

Intervensi Il, sekarang sebagai Pembanding 2/Terbanding 2;

NI LUH ARININGSIH SARI, S.H., pekerjaan Wiraswasta, bertempat

Drs. R.

tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 120 Cakra Rt.
03, Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakra, Kota
Mataram, semula sebagai Penggugat intervensi i, sekarang
sebagai Pembanding 3/Terbanding <7

DODIK SATRIJO WIBOWO, MM, MPD, pekerjaan PNS,
bertempat tinggai di Jalan Kesra VIiI/ 96 Perumnas,
Lingkungan Sejahtera, Desa Tanjung Karang Permai,
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, semula sebagai

Penggugat Intervensi 1V, sekarang sebagai Pembanding

4/Terbanding 4 ;
Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTAMTR



AGUS HAKIM, pekerjaan Konstruksi, bertempat tinggal di Jl.

Halmahera 1V, Nomor 15, Desa Rembiga, Kecamatan

Selaparang, Kota Mataram, semula sebagai Penggugat
Intervensi V, sekarang sebagai Pembanding 5/Terbanding 5;
6. | NYOMAN AGUS WIRAJAYA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Br. Sila Dharma Mengwitani, Desa Mengwi,
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Bali, dan alamat
sekarang menggunakan alamat kanfor Pengacara/ Advokat
Umaiyah , S.H., M.H. Jalan Bung Karmno Nomor 37 Mataram,
semula sebagai Penggugat Intervensi VI, sekarang sebagai
Pembanding 6/Terbanding 6;

Dalam hal ini Pembanding 1 sampai dengan 6/ Terbanding
1 sampai dengan 6, memberikan kuasa kepada DR.
UMAIYAH, S.H., M.H. dan SITI RAHMIN, S.H. keduanya
Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan
Bung Karno Nomor 37 Mataram, Kota WMataram,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/ADV. UM &
RKN/ Pdt/ Ill/ 2013 tanggal 16 Maret 2013 yang terdaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Register
Nomor W.22.A 1/30/HK.03.05/ii1/2013 tanggal 18 Maret
2013, sekarang PEMBANDING 1 sampai dengan
6/TERBANDING 1 sampai dengan 6 tersebut disebut
sebagai PARA PEMBANDING /PARA TERBANDING;

] Melawan
- HJ. TINA SUPIYAT! binti SUPIYANO, Umur 44 tahun, agama [slam,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Swakarya

Nomor 38 D Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTA.MIR
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Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada PRIHATIN HANDAYANI, S.H., dan
AHMAD MARIZI, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan
Hukum pada “KANTOR HUKUM  PRIHATIN
HANDAYANI, S.H. & REKAN" beralamat di Jl. Jendral
Sudirman Gang Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-
Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
023/AT.Pdt/VII/2012 tanggal 7 Juli 2012 yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Register
Nomor : W22-A.1/89/HK.03.5/ VIil/2012, tanggal 2
Agustus 2012 dan juga memberikan kuasan kepada
KARMAL MAKSUDI, S.H., dan MIFTAHURRAHMAN,
S.H. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada
“KANTOR HUKUM PRIHATIN HANDAYANI, S.H. &
REKAN” berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7
Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Mataram  Register ~Nomor @ W22
A.1/28/HK.03.5/1il/2013, tanggal 113 Maret 2013, semula
sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi |, sekarang

sebagai TERBANDING I;

H. SUDARYANTO bin SOGI JOYO SUMARTO. umur 44 tahun,

agama Islam; pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di JI.
Swakarya Nomor 38 D Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya,
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada : (1). I. MADE SUARTHA,

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTAMTR



S.H. Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan

Anggrek V Nomor 489 Sweta Indah, Kecamatan

Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/1MS-
AD/SK.Pdt/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram
Register Nomor W.22.A 1/121/HK.03.05/X1/2012 tanggal
11 Nopember 2012 dan, (2). AINUDDIN, SH. MH.,
Advocate-Attourney-Counselor at Law pada Law Office
AINUDDIN, SH. MH. & PARTNER, beralamat di JI.
Koperasi, No. 160 x, Pelembak, Ampenen, Kota
Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21
April 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Mataram Register Nomor W.22. A
1/62/HK.03.05/V/2014 tanggal 8 Mei 2014, semula
sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi I, sekarang
sebagai TERBANDING 1i/ PEMBANDING ii;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA
Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang

dijatunkan oleh Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 0376/Pdt.G/2012/
PA.Mtr., tanggal 08 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tangga!l 06
Rabiul Awwal 1435 Hijria:h, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPS! :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTA.MTR
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. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat ( H. SUDARYANTO

bin SOGI JOYO SUMARTO ) terhadap Penggugat (Hj. TINA
SUPIYATI binti SUPIYANO);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk
mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi
tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat
Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam
sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada
Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada
Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiahy);
Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang
bernama LUSI SHINTA NUGRAHA binti H. SUDARYANTO berada
dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan  menghukum
Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak dan biaya
pendidikannya hingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa
atau dapat hidup mgndiri (berumur 21 tahun) setiap bulannya minimal
sebesar Rp.5000.600,- (lima juta rupiah) dengan ketentun ditambah 10
% setiap tahunnya;

Menyatakan dan menetapkan hukum barang-barang yang berupa:

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTAMTR



Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah
permanen yang terletak di Jalan Swakarya Ill No. 38 D,
Lingkungan Kekalik Barat, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan

Sekarbela, Kota Mataram : Luas 296 M2 SHM 2832, dengan

- - batas-batas sebagai berikut:

9.2.

9.3

Sebelah Utara : Rumah Ir, Sasmito;

Sebelah Selatan : Dahulu rumah Ir. Krisna Wahyu Jati
sekarang rumah Abdul Aziz Bages;

Sebelah Barat > Rumabh Ir. Emmy Dyah S;

Sebelah Timur . Jalan Swakarya {il;

Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah
permanen yang terletak di Jalan Swakarsa VIlII No. A 01,
Perumahan Villa Anggrek, Lingkungan Gerisak, Kelurahan
Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Luas + 247
M2 SHM 4881 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan Air/ Parit;

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Arip/ rumah milik;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Tembok Pembatas;

Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah
permanen pada Blok A No. 08 Perumahan Permata Anggrek,
Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan
Sekarbela, Kota Mataram, Sertifikat: Hak Milik  No.149
/Kelurahan "Taman‘ sari, surat ukur tanggal 25 Agustus 2009
136/Taman Sarif2009 seluas 202 m2 dengan batas - batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan BTN Permata Anggrek;

Hal. 6 dari 25 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTAMTR
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- Sebelah Selatan : Tanah /H. Haeril Anwar;
- Sebelah Barat : Sungai/Kali;

- Sebelah Timur : H. Sudaryanto/ Rumah Blok A No. 10;

9.4, Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah

permanen pada Blok A No. 10 Perumahan Permata Anggrek,
Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan
Sekarbela, Kota Mataram, Sertifikat Hak Milik
No.150/Kelurahan Taman Sari, surat ukur tanggal 25 Agustus
2009, No.137/Taman sari seluas 202 M2 dengan batas -
batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan BTN Permata Anggrek;

- Sebelah Selatan  : Tanah /H. Haeril Anwar;

- Sebelah Barat : H. Sudaryanto/ Rumah Blok A No.
9 Sungai/Kali;
- Sebelah Timur :dahulu rumah H. Sudaryanto/

sekarang Sucipto Tirta Wijaya;

9.5. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah pada

Blok A No. 08 dan rumah toko (Ruko) yang berdiri diatas tanah
tersebut, yang terletak di Perumahan Permata Anggrek, Ji.
Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan
Taman Sari, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Sertifikat
Hak Milik N0.2610/Kelurahan Ampenan Selatan, Surat Ukur

tanggal 6 Juli 1995, No0.141/1995, seluas 502 M2 dengan

- batas - batasnya sébagai berikut :

- Sebelah Utara - Jalan BTN Permata Anggrek;
- Sebelah Selatan  : Tanah/Rumah Edi;

- Sebelah Barat : JI. Raya Arya Banjar Getas;

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTA.MTR



- Sebelah Timur : Sungai/Kali;

9.6. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah

permanen yang berdiri diatasnya, yang terletak di JI. Alamanda
Blok A No. 16, Perumahan Puri Anggrek [, Lingkungan
Bendega, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela,
Kota Mataram, Sertifikat Hak Milik No. 5613/Kelurahan
Tanjung Karang Surat Ukur ténggai 13 Januari
2007,No.2531/2007, seluas 116 M2 , dengan batas - batasnya
sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;

- Sebelah Selatan  : Rumah Bapak Yogi;

- Sebelah Barat : Sungai;

- Sebelah Timur : Jalan Raya;

9.7. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah
permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di JI. Cilinaya
Indah Blok B No. 57 Perumahan Tamgn Anggrek, Kelurahan

~ Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Settifikat
Hak Milik No.4522/Kelurahan Tanjung Karang, Surat Ukur
tertanggal 21 Februari 2004, No.1435/TKR/2004, seluas 256
m2, dengan batas - batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tembok Pembatas Perumahan

Taman Anggrek;

- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tembok Pembatas,
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Dwi Rusyanto;

9.8. Barang berupa :
- Sedan BMW Nomor Polis i DK 236 C;
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P ) \\ - FORD NEW ESCAPE Nomor Polisi DK 8 D;
AL |
N L/J - NISSAN X TRAIL Nomor Polisi L 8 DJ;

& 3?\3
r / 9.9. Perabotan rumah tangga yang ada di Rumah JI. Swakarya No.

38 D Kekalik - Mataram :

1 TV berwarna 40 Inc merk Sony;

- 2TV berwarna 21 Inc merk Sony;

1TV berwarna 21 Inc merk LG;

1 set home teater;

1 Kulkas merk Sharp (2 pintu) ;

1

1 Kulkas merk sharp (1 pintu);

1 mesin cuci elektrolik;

- 2 Kursi kayu jati ukir;

1 lemari pakaian 3 pintu;

1 lemari pakaian 2 pintu;

3 ranjang/tempat tidur;

1 AC merk LG;

1 AC merk Daikin;

1 set meja keramik;

1 set alat olah raga ;

9.10 Perabotan rumah tangga yang ada di Rumah JI. Swakarsa
Vill No.A01 Perumahan Villa Anggrek, Grisak, Kekalik Jaya —
Mataram berupa :

- 1TV berwarna 40 Inc merk Thosiba;

1TV be[warna 20 Inc merk Sony;

1 TV berwarna 20 Inc merk LG;

Kulkas 2 Unit;

1 Set Home Teater;
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11.

12.

13.

14.

1TV Fiat;

1 TV Fiat 30 Inc Merk Sony;

Meja Kursi ruang tamu, 3 stel;

Lemari Bupet;

Meja Makan 1 stel;

Lemari Pakaian 3 buah ;
Barang-barang harta benda pada dictum nomor 9.1. s/d/ 9.10
adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini Penggugat
dan Tergugat;
Menetapkan hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing
mendapat seperdua atau setengah dari harta pada dictum nomor 9.1
s/d 9.10. tersebut;
Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan
menyerahkan kepada masing-masing sesuai bagiannya;
Apabila barang-barang tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka
dijual lelang dan hasilnya dibagi dua masing-masing Penggugat dan
Tergugat mendapat setengah dari harga jual lelang;-
Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita
Pengadilan Agama Maratam atas obyek sengketa nomor 8.1, 8.2., 8.4.,
8.5., 8.8., 8.9. Blok A no. 09, 8.9. Blok A no.10‘, 8.13, 8.15. dan 8.16.
sah dan berharga dan Sita Jaminan atas obyek sengketa nomor 8.3.,
8.6., 8.7., 8.9. Blok A no. 12, 8.9. Blok A no. 15, 8.10. dan 8.11 dan
8.14. tidak sah dan tidak berharga serta memeritahkan Juru Sita
Pengadilan Agama l\{latararﬁ untuk mengangkat sita yang tidak sah dan
tidak berharga tersébut;
Meno!ak dan tidak dapat menerima guagatan Penggugat untuk selain

dan selebihnya;
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DALAM GUGATAN INTERVENSI :
Dalam Profisi :
- Menolak gugatan provisi Penggugat intervensi;
2.Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi Penggugat/ Tergugat intervensi |;
3. Dalam Intervensi :
- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

IV. DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI :

- Mehghukum kepada Penggugat/Tergugat Intervensi | untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp.10.261.000,- (sepuluh juta dua ratus enam
puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Mataram yang menyatakan bahwa pada hari
Selasa, tanggal 21 Januari 2014, pihak Kuasa Hukum Penggugat Intervensi |,
i, W, 1V, V\Vi/Para Pembanding/Para Terbanding, telah mengajukan
permohonan banding terhadap puiusan Pengadilan Agama tersebut,
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Mataram yang menyatakan bahwa pada hari
Selasa, tanggal 21 Januari 2014, pihak Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat
Intervensi [I/Terbanding lI/Pembanding i, telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan
banding me-an:a telah diberitahukan kepada pihak Jawannya ;

Memperhatikan memori bar{ding Para Pembanding dan memori banding
serta tambahan memori lbanding Pembanding Il, dan kontra memori banding

yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I;
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V dan Vi sebagai Pembanding 1, 2, 3, 4, 5 dan 6/Para Pembanding dan

Tergugat/Tergugat Intervensi 1l sebagai Pembanding I, serta tidak
mendahulukan kedudukan Tergugat/Tergugat Intervensi |l sebagai
Pembanding | karena kronologi akta permohonan banding yang dibuat
Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 21 Januari 2014, posisi
permohonan banding yang pertama adalah Penggugat Intervensi 1, I, ill, 1V,
V dan VI, baru kemudian disusul dengan permohonan banding
Tergugat/Tergugat Intervensi Il pada tanggal yang sama, oleh karenanya
perkara pokoknya adalah Cerai Gugat dan Harta Bersama antara
Tergugat/Tergugat Intervensi Il dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I,
maka susunan posisi duduk perkara dan pertimbangan hukumnya dalam

putusan perkara a quo disesuaikan dengan pokok perkaranya;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding baik yang diajukan oleh

Penggugat Intervensi | s/d VI/Para Pembanding/Para Terbanding, maupun
permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Tergugat Intervensi
/Terbanding 1i/Pembanding Ii, karena telah diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka oleh
karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima,
untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti,
membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara
dari Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0376/dt.G/2012/PA, Mtr., tanggal

08 Januari 2014 yang terdiri dari Salinan Putusan, berita acara sidang, bukti
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“\- bukti tertulis serta keterangan saksi- saksi, memori banding dan kontra

= E memori banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

&“ .~ DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding
berpendapat, bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan fingkat pertama dalam
Eksepsi telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar,
oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan
dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Tfngkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat
banding ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa, apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim
Pengadilan tingkat pertama berkenaan dengan status perkawinan
Penggugat/Tergugat intervensi I/Terbanding |1 dengan Tergugat/Tergugat
Intervensi Il/Terbanding {l/Pembanding Il telah mempertimbangkannya
dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding
menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah Nomor
207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992) telah dinyatakan palsu
(menggunakan akta otentik yang isinya tidak benar atau yang palsu seolah
olah benar dan tidak dipalsukan) dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram
(butki T-11) yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Mataram (T-
12), namun putusan Pengadilan Negeri Mataram maupun Pengadilan Tinggi
Mataram tersebut bukanlah pﬁtusan yang membatalkan perkawinan
Penggugat dengan Tergugat. Demikian pula pada kenyataannya bahwa
Penggugat/Tergugat intervensi !/Terbanding 1 dengan Tergugat/Tergugat

Intervensi ll/Terbanding IlI/Pembanding il telah menjalani hidup bersama
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/Terbanding 1l dengan Tergugat/Tergugat Intervensi Il/Terbanding

II/Pembanding I telah menikah secara sirri (menurut tatacara syareat Isiam)
di Desa Bedayu, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lunjajang sampai dengan
diajukannya gugatan Penggugat (perkara) ini di Pengadilan Agama Mataram
serta selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat/Tergugat intervensi
I/Terbanding | dengan Tergugat/Tergugat Intervensi [l/Terbanding
Il/Pembanding Il yang telah dilaksanakan menurut tatacara syareat Islam
adalah merupakan perkawinan yang sah, hal ini sesuai ketentuan pasal 2
ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 4 Kompilasi Hukum
Islam sedang putusan Pengadilan Negeri Mataram maupun putusan
Pengadilan Tinggi Mataram tersebut bukanlah putusan yang membatalkan
perkawinan keduanya (Penggugat/Tergugat intervensi.l/Terbanding | dengan
Tergugat/Tergugat Intervensi [l/Terbanding 1l/Pembanding II) ;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Pengadilan tingkat

banding sependapat dengan apa- apa yang telah dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya serta alasan-alasan yang
menjadi dasar dalam putusannya tersebut baik yang berkenaan dengan
gugatan perceraian, gugatan nafkah Iddah, mut’ah, nafkah
lampau/madliyah, pemeliharaan dan nafkah anak, telah diuraikan dengan
tepat dan benar, baik dalam penérapan hukum maupun dalam menilai hasil
pembuktian, oleh karen.a itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut

diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis
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9/ | Hekim Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus  perkara ini
| T Ly

s ¢ iditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Tergugat Intervensi
l/Terbanding 1l/Pembanding [l sebagaimana terurai dalam memori

bandingnya tanggal 10 Maret 2014, Majelis Hakim tingkat banding

memberikan tanggapan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Terbanding
ll/Pembanding il sebagaimana terurai dalam memori bandingnya angka 1, hal
itu tidak dapat dibenarkan karena Mejelis Hakim tingkat pertama telah
melakukan proses mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008,
dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sidang tanggal 7
Nopember 2012 dengan Majelis Hakim tingkat pertama telah memerintahkan
kepada Kuasa Hukum para pihak untuk menghadirkan prinsipal masing
masing untuk menempuh mediasi dan menunjuk Mediatornya, oleh karena
Kuasa Hukum masing-masing pihak telah menyerahkan kepada Majelis
Hakim tingkat pertama untuk menunjuk Mediatornya, kemudian Majelis
Hakim tingkat pertama menunjuk Dra. Hj. Ernawati sébagai mediator untuk
melakukan mediasi Penggugat/Tergugat Intervensi 1/Terbanding | dan
Tergugat/Tergugat Intervensi l/Terbanding Il//Pembanding II, untuk mediasi
tersebut sidang ditunda sampai dengan tanggal 14 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan berita acara sidang tanggal 14
Nopember 2012 Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I/T erbanding |
dan prinsipainya hadir dip:ersidan'gan dan Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat
Intervensi /T erbandingv lI/Pembanding |l hadir dipersidangan, sedang
prinsipalnya tidak hadir meskipun oleh Kuasa Hukumnya telah diupayakan

untuk hadir untuk pelaksanaan mediasi, namun sampai saat ini prinsipalnya
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lum bersedia hadir, kemudian sidang ditunda sampai dengan tanggal 21

) pember 2012 dan Majelis hakim tingkat pertama memerintahkan kepada
\‘\;"3‘.'4 f !/

, d:f/ uasa Hukum masing masing pihak untuk menghadirkan prinsipal masing

e 44

masing untuk menempuh mediasi;
Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sidang tanggal 21

Nopember 2012, Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi i/Terbanding |

dan prinsipalnya hadir dipersidangan dan Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat
Intervensi [l/Terbanding [i/Pembanding 1l hadir dipersidangan sedang

prinsipainya tidak hadir meskipun oleh Kuasa Hukumnya telah diupayakan

untuk hadir untuk pelaksanaan mediasi, namun sampai saat ini prinsipainya
belum bersedia hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator,
tanggal 21 Nopember 2014 bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal
7 Nopember 2012 dan tanggal 14 Nopember 2012, bertempat di ruang
mediasi Pengadilan Agama Mataran, namun oleh karena Tergugat/Tergugat
Intervensi li/Terbanding li/Pembanding |l secara pribadi tidak hadir dalam
proses mediasi sehingga mediasinya tidak dapat dilaksanakan (perkara a quo
gagal untuk dimediasi), dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan tingkat
pertama telah berupaya untuk dapat dilaksanakannya proses mediasi sesuai
dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Tergugat Intervensi
I/Terbanding II/Pembanding Il sebagaimana terurai dalam memori
bandingnya angka 2, hal itu tidak dapat dibenarkan karena Mejelis Hakim
tingkat pertama telah mqletakkén sita jaminan sesuai hukum acara yang
berlaku (pasal 261 ayat (1) R.Bg jo., pasal 78 huruf (c) Undang Undang
nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
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% : Tahun 2009, pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
75 dan pasal 136 ayat (2) huiuf (c) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena
’permohonan sita jaminan diajukan bersama sama dalam surat gugatan,
maka bagi Majelis Hakim tingkat pertama tidak ada larangan untuk
mengabulkan permohonan sita jaminan dengan meletakkan sita jaminan atas
obyek sengketa sebelum proses pemeriksaan perkara berlangsung;
Menirmbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/ Tergugat Intervensi
li/Terbanding IlI/Pembanding 1, sebagaimana terurai dalam memori
bandingnya angka 4, hal itu tidak dapat dibenarkan karena Mejelis Hakim
tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya, bahwa
Penggugat/Tergugat Intervensi i/Terbanding | tidak .terbukti nusyuz, dan
Majelis Hakim tingkat banding menambah pertimbangan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Tergugat/Tergugat
Intervensi ll/Terbanding I1l/Pembanding |l dipersidangan vyaitu saksi
Nurkhasanah binti Ali Maliki dan Buhamin bin Daeng Dasma, kedua saksi
tersebut menerangkan bahwa sepengetahuan saksi yang sering datang
kerumah Penggugat/Tergugat Intervensi {Terbanding | dan
Tergugat/Tergugat Intervensi [i/Terbanding Il/Pembanding adalah bapak
angkatnya yang bernama pak Ali, oleh karena yang sering datang kerumah
adalah bapak angkat Penggugat/Tergugat intervensi |/Terbanding | yang
dalam budaya kita (Indonesia) adalah orang yang mempunyai kedekatan
emosional layaknya seorang ayah, sedang saksi Khairul Abadi bin Mustafa
Kamal menerangkan bahwa “Tergugat/Tergugat Intervensi [l/Terbanding
li/Pembanding |i dan Penggugatfl’ ergugat Intervensi l/Terbanding [ berpisah
karena ada pihak laki-laki (pihak ketiga) sering masuk kerumah siang dan
malam, saksi tahu dengan mengawasi dari jarak 50 meter dari tempat

rumah....”. Hanya ada satu saksi yang menguatkan dalil Tergugat/ Tergugat
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nte‘rvenS| It/Terbanding ll/Pembanding !l tanpa didukung dengan alat bukti

/ v_\[\

We g

\\f_’f,-’% . 'I?nya sedang satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) dengan
‘:\. k! ‘f’ /4

K‘*é;;i_ Jdemlklan dalil Tergugat/Tergugat Intervensi Il/Terbanding !l/Pembanding

bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding | telah berbuat nusyuz
tidaklah tebukti, sehingga Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding | tidak
dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal gugatan harta bersama
dan pembagiannya, maka apa- apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya serta alasan-alasan
yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut telah diuraikan dengan tepat
dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil
pembuktian, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut
diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertim\bangan hukum Maijelis
Hakim Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini

ditingkat banding;

DALAM INTERVENSI:
- Dalam Provisi dan Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Dalam Intervensi khususnya yang berkenaan
dengan pertimbangan Dalam Provisi maupun pertimbangan Dalam Eksepsi,
Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa- apa yang telah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam
putusannya serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya
tersebut telah diuraikan dengan tepat dan benar, oleh karena itu
pertimbangan—pertimbanéan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan
sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
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Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa  Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding

«-: berpendapat, bahwa apa- apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim tingkat pertama dalam putusannya serta alasan-alasan yang menjadi
dasar dalam putusannya tersebut telah diuraikan denlgan tepat dan benar,
baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh
karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan
dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat
banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai
dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding
terlebih dahulu akan mengemukakan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Mengenai harta bersama, suami isteri
dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” dan pasal 92 Kompilasi
Hukum Islam, yang berbunyi :” Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain
tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”, serta pasal
91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi ;" Harta bersama dapat
dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan
pihak lainnya”, dengan demikian apabila salah satu pihak dari suami isteri
memindahkan tangankan ataupun menjadikan harta bersama sebagai
jaminan hutang piutang haruslah dengan persetujuan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan
apa yang dipertimbangkan oleh Méjelis Hakim tingkat pertama beserta alasan
alasannya, bahwa pérjénjian hutang piutang antara Para Pembanding
(Pembanding 1 sampai dengan 6) dengan Tergugat/Tergugat Intervensi

I/Terbanding lI/Pembanding # dengan jaminan hutang berupa harta
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/Terbanding | dan

Penggugat/Tergugat intervensi I/Terbanding | selaku isteri ;

Menimbang, bahwa adapun perjanjian hutang piutang (bukti P. Int. 1

sampai dengan 6) dengan jaminan harta bersama tersebut, sebagai berikut:

1.

Bukti P. int. 1 dengan jaminan berupa sebidang tanah yang diatasnya
berdiri bangunan pemanen ,setempat dikenal sebagai JI. Swakarya
H1/38D, Sertipikat Hak Milik No.2832/Kelurahan Tanjung karang, luas
tanah 296 m2;

Bukti P. Int. 2 dengan jaminan : 1). Sebidang tanah yang diatasnya
berdiri_bangunan pemanen, setempat dikenal sebagai Perumahan
Permata Anggrek A-09, Sertipikat Hak Milik No.149/Kelurahan Taman
Sari, luas tanah 202 m2, sebagaimana bukti P. Int. 7 dan 2). Sebidang
tanah yang diatasnya berdiri bangunan pemanen, setempat dikenal
sebagai Perumahan Permata Anggrek A-10, Sertipikat Hak Milik
No.145/Kelurahan Taman Sari, luas tanah 202 m2, sebagaimana bukli
P.Int. 8;

Bukti P. Int. 3 dengan jaminan sebidang tanah yang diatasnya berdiri
bangunan pemanen ,setempat dikenal sebagai Perumahan Villa
Anggrek A-10, Sertipikat Hak Milk No.4890/Kelurahan Tanjung
Karang, luas tanah 153 m2;

Bukti P. Int. 4 dengan jaminan berupa sebidang tanah yang diatasanya
berdiri bangunan pgmaner}, setempat dikenal sebagai komplek Ruko
dan Perumahan Permata Anggrek, Sertipikat Hak Milik

No.2610/Kelurahan Ampenan Selatan, luas tanah 502 m2,

sebagaimana bukti P. Int. 9;
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. Bukti P. Int. 5 dengan jaminan berupa : 1). Sebidang tanah yang

diatasanya berdiri bangunan pemanen ,setempat dikenal sebagai

Perumahan Taman Anggrek B-57, Sertipikat Hak Milik No.
4522/Kelurahan Tanjung Karang, luas tanah 256 m2, sebagaimana
bukti P. Int. 11 dan 2). Sebidang tanah yang diatasanya berdiri
bangunan pemanen, setempat dikenal sebagai Perumahan Puri
Anggrek A-16, Sertipikat Hak Milik No. 5613/Kelurahan Tanjung
Karang, luas tanah 116 m2, sebagaimana P, Int. 10;

6. Bukti P. Int. 6 dengan jaminan berupa sebidang tanah yang diatasanya
berdiri bangunan pemanen ,setempat dikenal sebagai Perumahan Villa
Anggrek A-01, Sertipikat Hak Milik No.4881/Kelurahan Tanjung
Karang, luas tanah 247 m2;

Menimbang, bahwa perjanjian hutang piutang antara Tergugat/Tergugat
Intervensi l/Terbanding Il/Pembanding dengan Para Pemband'ing adalah
merupakan perjanjian dibawah tangan yang dicatat dan didaftar pada Notaris
Fikry Said, SH dan Notaris Bambang Gede, SH., dengan jaminan harta
bersama (Penggugat/Tergugat Intervensi [/Terbanding | dan
Tergugat/Tergugat Intervensi ll/Terbanding ll/Pembanding |l) yang berupa
benda tidak bergerak/tetap, namun perjanjian hutang piutang tersebut
tanpa melibatkan/persetujuan pihak Penggugat/Tergugat Intervensi
/Terbanding | sebagai isteri, sebagaimana bukti P. Int. 1 sampai dengan
P.Int. 6 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perjanjian hutang piutang
sebagaimana tersebut diatas telah melanggar ketentuan pasal 36 ayat (1)
Undang Nomor 1 Tahun ~1974 jo., pasal 91 ayat (4) dan pasal 92 Kompilasi
Hukum Islam serta putusan Mahkamah Agung RIl. nomor 2691 PK/Pdt/1986,

tanggal 18 September 1988 dengan kaidah hukum yang berbunyi :
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indakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat
rsetujuan suami isteri”;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian hutang piutang dengan
jaminan harta bersama (Penggugat/Tergugat intervensi I/Terbanding | dan
Tergugat/Tergugat intervensi ll/Terbanding il/Pembanding Il) antara Para
Pembanding/Para Terbanding dengan Tergugat/Tergugat intervensi
/Terbanding lI/Pembanding i, dibuat secara sepihak tanpa melibatkan atau
persetujuan dari Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding | selaku isteri
adalah perjanjian yang mengandung cacat hukum sehingga tidak mengikat
bagi Penggugat/Tergugat Intervensi [/Terbanding |;

Menimbang, bahwa lagi pula sesuai dengan ketentuan pasal 25 Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok
Agraria, bahwa hak milik atas tanah dapat dijadikan sebagai jaminan hutang
dengan dibebani Hak Tanggungan, namun harus sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 jo., pasal 44
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan pasal 114 sampai pasal
119 Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1977, syarat sah terjadinya Hak Tanggungan harus memenuhi 3 yang unsur
yang bersifat komulatif, yaitu :

1. Adanya perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya.

Perjanjian hutang piutang tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta notariil

atau akta dibawah tangan;

2. Adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaiperjanjian ikutan
(tambahan).

Adanya penyerahan Hak Milik atas tanah sebagai jaminan utang, harus
dibuktikan dengan Akta Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT);
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Adanya Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan Sertifikat Hak
Tanggungan.

Menimbang, bahwa perjanjian utang piutang antara Penggugat
Intervensi/Para Pembanding dan Tergugat/Tergugat Intervensi ll/Terbanding
lI/Pembanding Il dengan jaminan harta bersama (Penggugat/Tergugat
Intervensi I/Terbanding | dan Tergugat/Tergugat intervensi |l/Terbanding
l{/Pembanding ll) tersebut baru memenuhi 1 (satu) yaitu unsur 1( pertama)
dari 3 (tiga) unsur yang harus ada dan secara korﬁulatif harus dipenuhi
sebagai prosedur pembebanan Hak Milik dengan Hak Tanggungan, dengan
demikian maka perjanjian utang piutang antara Penggugat Intervensi I/Para
Pembanding dengan  Tergugat/Tergugat Intervensi Il/Terbanding
II/Pembanding Il, juga tidak memenuhi syarat sah terjadinya Hak
Tanggungan dengan jaminan harta bersama Penggugat/Tergugat Intervensi
I/Terbanding | dan Tergugat/Tergugat Intervensi Il/Terbanding 1//Pembanding
Il; |

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat intervensi/Para
Pembanding/Para Terbanding yang memohon agar harta bersama
(Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding | dan Tergugat/Tergugat
Intervensi l/Terbanding ll/Pembanding Il), seperti tersebut diatas adalah
merupakan jaminan hutang antara Tergugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding
{I/Pembanding Il dan Penggugat Intervensi/ Para Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa} oleh karena gugatan Penggugat Intervensi/Para
Pembanding/Para Terbanding yang berkaitan dengan harta bersama

I/Terbanding H/Pembanding [l untuk dijadikan sebagai jaminan hutang
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utang antara Penggugat Intervensi/ Para Pembanding dan

ergugat/Tergugat Intervensi l/Terbanding lI/Pembanding Il ditolak, maka
petitum gugatan selebihnya harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa atas bahwa terhadap keberatan Penggugat
intervensi/ /Para Pembanding/Para Terbanding sebagaimana terurai dalam
memori bandingnya tanggal 21 Pebruari 2014, Majelis Hakim tingkat banding
memberikan tanggapar sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat Intervensi/Para
Pembanding/Para Terbanding sebagaimana terurai dalam memori
bandingnya angka 1 sampai dengan angka 8, hal itu tidak dapat dibenarkan
karena Mejeiis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam
mempertimbangkannya baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai
hasil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut
diatas, maka putusan Pengadilan Agama Mataram, Nomor
0376/Pdt.G/2012/PA. Mtr., tanggal 18 Januari 2014 Masehi, bertepatan
dengan tanggal dengan tanggal © Rabiulawal 1435 Hijriah, dapat
dipertahankan, oleh karenanya haruslah dikuatkan. Hal ini telah sesuai pula
dengan pendapat ahli Hukum Islam yang termaktub di dalam Kitab
Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat

Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang berbunyi sebagai berikut :
Adizally aSa ()} (5 g3k g} pSay palill ol Se Y S
4 plaldll | gaa Jlay !

Artinya : Tidak bisa dibéntah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim
telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan

oleh hukum.

DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI:
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Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan,
berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan pefubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka biaya yang timbul dalam perkara ini, baik pada tingkat pertama maupun
pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi
I/Terbanding |;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI
- Menyatakan, bahwa permohonan banding Para Pembanding dan Para

Terbanding dapat diterima;

- Menguatkan  Putusan  Pengadilan Agama  Mataram, Nomor
0376/Pdt.G/2012/PA. Mtr., tanggal 18 Januari 2014 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 6 Rabiulawal 1435 Hijriah;

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding |
untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,00
(saratus lima puluh ribu rupiyah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei

2014 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1435 H, oleh kami Drs. H.

Hamzani Hamali, SH. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Nasikhin

A. Manan, SH, MH., dan Drs. H. Miswan, SH., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua

anggota Majelis tersebut, dengan didampingi oleh IGB. Karyadi, SH.,
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Karyadi, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah

pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA, ~ HAKIM KETUA,
o & i)

VA.MANAN, SH. MH. Drs. H. HAMZANY HAMALY, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA, PANITERA PENGGANTI,
4 Drs. H. MISWAN, SH. MH.,, 1.G.B. KARYADI, S.H.
Perincian biaya perkara :
1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/adm. lainnya. Rp. 139.000,-
JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
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